
• 
Menimbang 

:tvfongingat 

PEI\-1ERINT AH KABUP ATEN KUDUS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

NOMOR 101 TAHUN 2002 

TENTANG 

PF,MBERIAN SEBAGTAN HASIL PENERIMMN 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

DENG.AN RAH1vfAT TIJHAN YANG l\1AHA ESA 
BUPA TI KUDUS, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 A ayat (2) dan Pasal 18 
ayat (5) Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Pemberian Sebagian Hasil 
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa ; 

b. bahwa guna menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, 
perlu memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa ; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud t.ersebut huruf a clan b di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagairnana diubah 
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Ta.tiun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

3. Undang-undang Norn or 22 T ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, T ambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839) ; 

4. Peraturnn Pemerintah Nomor 65 Talmn 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Talmn 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138) ; 
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P ·rn1ur:m Pt•m~~lintah Nomor 66 Tahun 2001 tcnlang Retrihusi Dacrah 
(1. mh1u·an No urn Tl1l11m 2001 Nomor ll9, Tambahan Lembarnn 
Ne _,,r;1 Nomor 4139) ; 

(1 , Kcputusan Prcsiden Nomor 44 Talmn 1999 tenlang Teknik 
l 1wu •unnn I cmlur:m Pet'Ut1d1mg-undnngnn clan Bentuk Rancangan 
llndat -undang, Ram;angan Peraturan Pcmcrintah clan Rancangan 
Kcputusa.n Presiden ; 

Pcrnturan Daerah Kabupaten Kndus Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
01 )anisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Dacrah Kabupnten Kudus Nomor 5) ; 

8. Pernturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Sumber Pendapntan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daeral1 Kabupaten Kudus 
Nomor 8) ; 

9. Pcranmm Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Dacrah Kabupaten Kudus 
(Lembanm Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan 
I .emharan Daerah Kahupaten Kudus Nomor 31) ; 

Mempcrhatikan Kt:put:usan Dewan Pe1wakil,u1 Rakyat Daeral1 Kabupaten Kudus tanggal 8 
Juli 2002 Nomor l 72/23/2002 tentang Pcrsetujuan atas Rancangan Pcraturan 
Dacrah Kabupatcn Kudus tcntang Pemberian Sebagian Basil Penerimaan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa untuk ditetapkan menjadi 
Peratur.:m D:ierah ; 

Menetapkan 

Dengan persetujuan 

DEWANPERWAI-;:ILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS 

MEMUTUSKAN : 

PERI-\ TORAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENT ANG 
PE:MBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAII 
DAN RETRIBUSI DAERAH KFJ> ADA DESA. 

DAB I 

KETENTUAN U1-1UM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah K.abupaten Kudus ; 

3. Bupati adalah Bupati Kudus ; 
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4. Dt' a adalah Desa-de' a di Kabupaten Kudus ; 

5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kopada Daerah t.anpa imbalan la.ngsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan penmdang-undangaan 
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintal1an Daerah dan pembangunan Dacrah ; 

6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
j3Sa at.Ju pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten ,mtuk kepcntingan orang 
pribadi atau badan. 

BAB II 

JENIS PA.TAK DAER.AH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 2 

Jenis Pajak Daerah yang sebagian hasil penerimaannya cliberikan kepada 
desa terdiri dari : 

a. Pajak Hotd ; 

b. Pajak Restoran ; 

c. Pajak Hiburan ; 

d. Pajak Reklame ; 

e. Pajak Penerangan Jalan ; 

f. Pajak Pengambilan Dahan Galian Golongan C : 

g. PajJ1~ Parlcir ; at~n1 

h. jcnis Pajak Daerah lainnya yang ditetapl<an dengan Peraruran Daerah. 

Pasal 3 

(I) Jenis Retribusi Dacrah yang sebagian hasil penerimaa.nnya dibcrikan 
kepada Desa adaiah Retribusi Daerah yang dalam pelaksanaannya 
meiibatkan desa secant langsung daiam penyediaan layanan. 

(2) Je1us-jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 
lebih lanjut oleh Bupati. 

BABITI 

PE1vfREFJ1LN SEBAGIAN HASIL PENER.Il\i!AAN 
PAJAK DAER.AH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 4 

Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan 
Pcndapatan Asli Daerah. 



Pasal 5 

(l) 10 ° o (s ·puluh perscn) p nc:rimaan dacrah cfari Pajak Daerah diherikan 
kepada d a dengan memp rhatikan aspek pemc.:rataan clan potensi desa. 

(2) Poten ·i Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain meliputi lokasi 
obyek pajak, jumlah pcnduduk clan kekayaan clcsa. 

(3) Tatacnrn pemherian sehaginn ha~i.l pencrimann Pnjnk Daerah kepadn Dcsa 
diatur lebil1 lanjut oleh Bupati. 

Pasal 6 

(1) 10 ~-'o (sepu!uh persen) penerimaan cberah dari Retribusi Daerah diberikan 
kcpada dcsa dengan mcmpcrlrntikan aspck kctcrlibatan dcsa dalam 
mernberikan layanan. 

(2) Dikecualikan dari pemberian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
jenis-jenis retriliusi yang diatur tersendiri berdasarkan pe1:janjian antara 
Pemcrintah Kabupaten dcngan Pemerintah Desa. 

(J) Tatacara pemherian sebagian hasil penerimaan Retrihusi Daerah kepada 
Desa diatur lebih lan_iut oleh Bupati. 

(i) 

Pasal 7 

Pemheri,in sebngian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 
Desa dicantumhan dabm Anggaran PendJpatan dim Belmtja Daerah. 

Pencrimaan scbagian Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah 
Dcsa dicantumbn dalam Artggaran Pendapatan clan B.danJa Desa. 

Penerirnaan Desa sebagaimana cEmaksud Pasal 7 digunakan unrnk 
penyelenggaraan pemerint ahan dan pembangumtn. 

DADN 

KETENTU \ N PEi\1JTL'P 

Hal - 1ml yang belum cliatur dalam Pernturan Daerah i.ni sepanjang mengenai 
pdaksanaannya diatur l,;:bil1 lanjut oldi Bupati. 

Pasal 10 

Dengan diietapkannya Peraruran Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pemberian Sebagian 
Hasii Pajak d:.111 Retribusi Daerl..½ kepada Pemerintah Desa :' ~e!uraJun 
(Lernbarnn Daernh Kabupaten Daerah Tingkat II Kudw; Tahun 1992 . omor 6) 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka.n pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 9 Juli 2002 

~FK'RFTA"RTS nAPRAHKAJ3UPATPNJ<UDUS, 

Disahkan di Kudus 

pada tanggal 8 Juli 2002 

BUPATI KUDUS, 

- f4.V 
lvfUHAMMAD AMIN MUNADfAT 

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN KUDUS T AHUN 2002 NOMOR 19 
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PH JELASAN 

ATAS 

PE.RAHlR.AN DAERAH KABUPATEN KUDUS 
NOMOR 1 o T AHUN 2002 

TENTANG 

PEl\,ffiERIAN SEBAGIAN HASIL PENER1MAAN 
p A.TAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEP ADA DESA 

L PENffiLASAN U?vfUM, 

Berdasarkan ketentuan Pas al I angka 3 clan 8 Undang-undang Nomor 34 Tahun 
200~ ku_lang Pt:rubaltan atas Un<lang-unJang No~nor 18 Tahun 1997 tt:ntan~ Pajak Dae~ah ~an 
Rctnbus1 Daerah. serta dalam ranll.ka Jcbi11 menin!Zkatkan oelaksanaan kegiatan pemermta11an 
<lan pcmbanguna~ yang difaksanakan ol~ Pcmeri;tah Des;, maka perlu mengatur pembcrian 
s1;bagian hasil penerirmrnn Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepacla Desa, 

Pcmbcrian sebagian hasil pcncri.rnaan Pajak Dacrah tcrscbut dilaksanakan 
dcngan mcmpcrha!i.kan aspck pcmerataan chm potcnsi c!csa yang antara lain meliputi jumlah 
pendu<luk, lokasi obyek p,uak. d,m kekayaan desa. 
Sea.rne;br. Rctrihusi D.1en1h diherik:m rlengan memperhatikan J'ipek h:eterlihatan desa dalam 
mcrnbcri.kan layanan. Pemberian sebagian ha;-,il retribus; Daerah tersebut dikecualikan bagi 
jenis~jenis retribusi yang diarur tcrsendiri benfasarl<an pe1janjian antara Pe1nerintah Kabupaten 
dengan P~rneri.ntah Desa yang bersangkutan. 

Penerirnaan sebag1an hasi! Pajak Daerah d:m Rctribusi Daerah okh P-:merintah Desa 
dicanrumkan cfaiam Anggaran Pendapatan clan Beianja Desa. 

IT. PENIBLASAN PAS AL DEMI PAS AL 
rasal 1 s/d 5 

ayat (1) 

:ry:it (2) 

Pasal 7 s/d l l 

: Cutup jclas 

: Ketcntuan ini mengarur bahwa h:iny:i jenis retribusi tertentu Daerah .Kabu
pat-:n yang ti.:rlibat langsung dafam pembcrian pdayanan. 

: Cukup je!:i t.;. 

Cul-:up jelas. 

C'ukup jelas. 

T \.ivffi AH A .. . E 
• L l'viBARAN DAERAH KABUPATEN KUDL S L ·o 10R J8 
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